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BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1324, 2021 KEMENHUB. Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 171.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 86 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171  

TENTANG PENYELENGGARA KALIBRASI  

FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, 

dan keamanan penerbangan, perlu mengatur 

penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan; 

b.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan kalibrasi 

fasilitas navigasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah 

dan/atau badan hukum yang telah memiliki sertifikat;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 tentang 

Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran  
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956);   

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 873); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 

171 TENTANG PENYELENGGARA KALIBRASI FASILITAS 

NAVIGASI PENERBANGAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak 

pesawat udara dari satu titik ke titik lain dengan selamat 

dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau 

rintangan penerbangan. 

2. Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan 

yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah 

Pemerintah dan/atau Badan Hukum Indonesia yang 

mendapatkan sertifikat untuk menyelenggarakan 

kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. 

3. Personel Kalibrasi yang selanjutnya disebut Personel 

adalah petugas kalibrasi penerbangan yang memiliki 

kompetensi dan kewenangan dalam penyelenggaraan 

kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. 
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4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara. 

6. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:  

a. standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi 

penerbangan; 

b. sertifikasi penyelenggara fasilitas navigasi penerbangan; 

c. kewenangan dan kewajiban Penyelenggara; dan 

d. pengenaan sanksi administratif 

  

Pasal 3 

(1) Fasilitas navigasi penerbangan yang dioperasikan untuk 

pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara 

berkala agar tetap laik operasi. 

(2) Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a.  fasilitas telekomunikasi penerbangan; 

b.  fasilitas pendaratan visual; dan 

c.  prosedur penerbangan. 

 

Pasal 4 

Penyelenggara wajib memiliki sertifikat penyelenggaraan 

kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan. 

 

Pasal  5 

(1) Standar penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi 

penerbangan paling sedikit terdiri atas:  

a. organisasi; 

b. dokumen standar penyelenggaraan; 

c. fasilitas penyelenggaraan; 

d. sistem manajemen keselamatan; 

e. personel; 

f. prosedur koordinasi; dan 
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g. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman. 

(2) Ketentuan mengenai standar penyelenggaraan kalibrasi 

fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

  

Pasal 6 

Untuk memperoleh sertifikat Penyelenggara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 proses dan penerbitannya  

dilaksanakan melalui Sistem Online Single Submision (OSS) 

dan dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 7 

Penyelenggara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 

kalibrasi sesuai yang tercantum pada sertifikat penyelenggara. 

 

Pasal 8  

Penyelenggara wajib: 

a. melaksanakan kewajiban sesuai dengan sertifikat yang 

dimiliki; 

b. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan 

pelatihan personel;  

c. menyusun dan memelihara dokumen standar 

penyelenggaraan sehingga selalu dalam keadaan terkini 

sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan 

perundang-undangan; 

d. melaksanakan penyelenggaraan sesuai dengan prosedur 

yang tercantum pada manual operasi dan standar 

operasional prosedur yang telah disahkan; 

e. melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor; 

dan 

f. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas 

atau mutu penyelenggara sekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya 

kepada Direktur Jenderal. 
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Pasal 9 

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi 

Penerbangan dalam Peraturan Menteri ini. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. audit 

b. inspeksi;  

c. pengamatan (surveillance); dan 

d. pemantauan (monitoring). 

(3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 

Pasal 10 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9, Penyelenggara yang melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 tentang 

Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan 

dapat dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembekuan;  

c. denda administratif; dan/atau 

d. pencabutan. 

 

Pasal 11 

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10,  dapat diberikan kepada Penyelenggara dalam hal: 

a. pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan 

keamanan dan keselamatan penerbangan; atau 

b. tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil 

pengawasan. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang 
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tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap 

pelanggaran ketentuan di bidang penerbangan. 

 

Pasal 12  

Penyelenggara harus menyesuaikan ketentuan dengan 

peraturan menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 

 

Pasal 13 

Sertifikat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya 

Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2021 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 

 



www.peraturan.go.id 

REPUBUK INDONESIA 

KEME TERIAN PERHUBUNG 

BAGlAN 171 

PENYELENOGARA KALIBRAST FA.SCLrrAs NAVlGASI PE ERB .GAN 

PERATURAN KESELAMATAN PE ERBANGA.N SJP[L 

LA.MPlRAN PERA1'URAN MENTER! 

PERHUBUNOAN REPUBLIK I DO ESlA 

NOMOR PM 86 TAHU 2021 

TEITTANG 

PERATURAN KESEI...AMATAN PENERBA.NGAN 

SIPIL BAOIAN 1 71 TENTANG PENYELENGOARA 

KALrBRASJ FASILJTA.S NAVlGASI PE ERBANGAN 

2021, No.1324 -8- 



www.peraturan.go.id 

Personel...... 22 
Program Pendidikan dan Pelatihan PersoneL..... 23 

171.085 

171.090 

SUB BAGlAN 1 71 C.5 - PERSONEL.. .. .. 22 

SUB BAGIAN 171 C.4-SISTEM MANAJEME KESELAMATAN.............. 22 

171.080 Slstem Manajernen Keselamatan... 22 

SlJB BAGlAN 171 C.3- FASIUTAS PENYELE GGARAA 20 

1 71.070 Kantor Ad.m.inistrasi............ 20 

171.075 Slstem Kalibrasl Penerbangan (Flight Inspection Systemj........ 21 

l 71.060 Standar Pen elenggaraan.................................................... 19 

l 71.065 Dokumea Refer nsl... 19 

17 

17 

18 

Manual Operasl. . 

Standar Operasional Prosedur (SOP) .. 

171.050 

171.055 

SUB BAGlAN 171 C.2- DOKUMEN STANDAR PENYELENGARAAN ......... 
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171. 015 Rua.ng Lingkup Penyelenggn.raan Kalibrast Fastlltas Navignsl 

Penerbangan 

Penyelengga.raan Kallbrasi Fasllltas Navigasl Penerbangan terdlrt 

dart: 

1. evaluasi lapangan (site eualuation); 
2. pemeriksaan awal untuk slap d.loperasikan tfl19ht 

comm is ion ingl; 

3. berkala (periodi~; 
4. pemantauan fsuroetllancel; dan 

5. kondlsl khusus (specialjligltt inspection), yang melJputi: 

a. setelah lerjadinya keeelakaan (after accidenij; 
b. permlntaan operator (request by operator). 

Defirusl 

Kallbrnsl Penerbangan adalah pengujlan akurast, jangkauan aiau 

semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan 

dengan earn menggu:nakan peralatan ujl yang terpasang d.l 

pesawat udara dengan terbang lnspekst 

171.0lO 

Penerapan 

Bagian iru mernuat sub bagian sebagai berikut: 

l) Standar Penyelenggaraan Kallbrasl Fasilltas Navignsl 

Penerbangan: dan 

2) Sertifikasl Penyelenggara Kalibrasl Fasllltas Navl.gasl 

Penerbaogan. 

171.005 

SUB BAGlAN l 71 A - KETENTUAN UMUM 

2021, No.1324 
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e. Proses Sertifiknsl sec-am umum terbagl menjadl 5 limn) 

tahapan altu: 

Penerbllan Sertifllmt Penyelenggarn 

a. Permohonan penerbttan sertlflkat Penyelenggara dlajukan 

dan cUproses melalul Slstem Online Single Submision {OSS) 

oleh Pemohon. 

b. Sertiflkat penyelenggarn dlterbttkan setelah dllakukan 

vertfikasi persyaratan adminlstrasl clan persyaratan teknis 

oleh Dlrektur Jendeml. 

c. Persyaratan admlnlstrasi sebagalmana ctimaksud pada 

huruf b, berupa surat permohonan dllengkapt formullr ang 

paling sedlkit memuat Informast: 

a) nama dan alamat p jabat yang diberi tugas dan 
tanggungjawab atas unJt kerja tersebut; 

b) jenls fasllttas navtgast penerbangan yang dapat 

d.ikalibmsl dan sistem kalibrast yang dimiliki. 

d. Persyaratan telmis sebagalmana dlmaksud pada huruf b 
erdlri dart; 

a) salinan manual operast dan surat penyataan ertulis 

berrnateral yang menyatakan kesanggupan untuk 

menjalan.kan penyeleaggaraan sesuai dengan lsi 

manual operasl. ynng terdirt antara lain; 

l I ketentuan pedoman penyelenggarnan kalfbrasl 

Iasllitas navtgas! penerbangaa dalam bentuk manual 

operasi 

2) ketentuan organisast: 

31 ketentuan personel atau sumber daya manusta; 

) ketentuan fasilitas penyelenggaraan; 

5) ketentuan personel; 

61 ketentuan prosedur koordinasl; daa 
7) ketentuan sistem penyimpanan dokumen dan 

rekarnan 

b salinan manual sistem manajemen keselamatan. 

FASfLlTAS AVlGASI PENERBANGAN 

KALJBRASI PENYELENGGARA 

171.020 

SUB BAGlAN l 71 B - SERTIFJKAS! 

2021, No.1324 -12- 
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1) pre application phase; 
2) formal application phase· 
3) document compliance phase; 
4) demonstratum. and uenficatum phase; dan 

5) certification phase 
f. Pre-application phase sebagalmana climaksud pada huruf e 

angka l) merupakan tahapan awal dlmana pemohon 
melakukan perstapan pengajuan sertlflkasi, diantamn a 

dapat berupa pemenuhan dokumen persyaratan sertiflkasl. 
bimbingan penyusunan persyamtan dan/ atau 
berkoordlnast dengan Direktorru Jenderal, terkait dengan 
rencana pengajuan sertlfikast serta pers aratan dan 
peraturan-peraturan sertiflkast penyelenggara. 

g. Formal application phase sebagaimanc dimaksud pad a huruf 
e angka 2) merupakan tahapan dimana pemohon 
mengaJukan usulan secara onllne melalul Slstem Online 
Single Submision {OSS). 

h. Document compliance phas sebagalmana dirnaksud pada 
huruf e angka 3) merupakan tahapan lanjutan dart formal 
application. phase yang merupakan kegtatan vertflkasl yang 
dilakukan oleh Dlrektorat .Jenderal untuk mengecek 
kesesualan dokum n standar pelayanan sekurang­ 

kurangnyn evaluasi terhadap dokumen manual operast dan 
Standar Operasional Prosedur {Standard Operating 

Procedure/ SOP) penyelenggaraan yang dlajukan Pernohon. 
l. Demonstration and verification phascsebagaimana dimaksud 

pada huruf e angka 4) rnerupakan tahapan venflkast 
lapangan dimana dllakukan evaluasl kesesualan fastlltas 

dan peralatan di lokasi penyelenggam. Dalarn tahap int 

Dlrektur .Jenderal dapat: 
a) meminta pemohon untuk melalruknn demonstrasl 

pernlatan atau prosedur yang dlmilild guna 
mengevaluasl kernampuan pernohon 
menyelenggamkan kalibrasi fasilitas navigasi 
penerbangan melalul observast secara Langsung; 

b) meminta pemohon untuk membertkan tnfcrmasl atau 
salinan dokumen yang dlperlukan secara tertulls; atau 

2021, No.1324 
-13- 
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Pemberlakuan Sertifikat Penyelenggo.ra 
a. Sertffilcat penyelenggara berlaku sepanjang rnemberikan 

penyelenggaraan dan dievaluasi paling sedik:it setiap 5 (llma) 

tahun. 

Bentuk dan Isl Sertifikn Penyelenggam 
a. Sertiflkat penyelenggara memuat Informasl sebagal bertkut: 

l nama pen elenggnra yang dibertkan izln; 

2) alarnat kantor administrasl penyelenggara: 

3) slstem kallbrasl yang dlmiliki; 
'l catatan perserujuan penerbitan sertifi.kat; 
5} jangka waktu serttflkat: 
fi) tanggal pengesahan sertl.fikat; 
7 tanda angan pengesahan. 

b. Benruk dan isl sertifikat sebagalrnana dimaksud pada huruf 
a ditetapkan Direktur Jenderal. 

c) melakukan wawancara kepada pemohon gunn 

memastikan kestapan penyelenggaraan kallbrasl 
fasiJHas navtgast penerbangan, 

j. Certification phase sebagalmana dlmaksud pada huruf e 

angka 5) merupakan tahapan evaluast keseluruhan hastl 

vertfikasi yang dllakukan dalam rangka penerbitan 
sertlfikat. HasU verifikasi Direktur Jenderal dapat berupa 

persetujuan atau penolakan sebagtan atau keseluruhan dart 

permohonan yang dlajukan dengan rnempertimbnngkan hal­ 
hal sebagal bertkut: 
a) data dukung yang terdapa dalam surat permohonan 

atau dokumen lain yang dtsampaikan: 
b) cataran yang dimllild Dlrektorat Jenderal Perhubungan 

Udarn.; dan/atau 

c) hastl demontrasi pern.Jatan atau prosedur yang telah 
dtlaksanakan pemohon. 

k. Sertifikasi penyelenggarn dapat menggunakan sistem 
berbasls teknologi lnformasl. 

171.030 

171.025 

2021, No.1324 -14- 



www.peraturan.go.id 

Penggantian alas Kehilangan atau Kerusakan Sertifikat 

Perubahan Sertiflkat Penyelenggara 
a, Perubahan sertifikat pen elenggara dllaksanakan dalam 

kondlsl: 

1 adanya kebijakan Direkrur Jenderal atas dasar 

pertimbangan keselarnatan penerbangan; atau 

2) adanya permobonan dart penyelenggara. 
b. Direktur .Jenderal memberttahukan pemberttahuan secara 

tertuhs kepada penyelenggara apabila dilakukan perubahan 

sertiflkat sebagalmana dimaksud pada buruf a angka 1). 

c. Apabtla perubahan sernffkat rnerupakan permohonan dart 

penyelenggara sebagaimana dimaksud huruf a angka 2), 

maka pernohon harus melengkapl seluruh persyaratan 

sernflkast paling lama L5 (limn belas] hart kerja sebelum 

tanggal efektif implem ntasi perubahan yang diusulkan 

pemohon. 

d. Perubahan sebagalmana dlmaksud pada huruf a angka 2) 

dapat berupa: 

1 perubahan nama dan alamat penyelenggara; 
2) perubahan ststem kalibrasi yang dlrnJlLki. 

e. Persyarntan perubahan sertiflkat sebagaimana dJmaksud 

huruf c, sekurang-kurangnya terdlri dart: 

al sura permohonan kepada Dlrektur Jenderal dengan 

melampirkan hasU safety risk nsessmenr; dan 

b) sallnan Amandemen perubahan manual operas! 

f. Proses penerbltan perubahan sertiflkat dilaksanakan paling 

lambat 7 (tujuh) hart kerja setelah penyelenggara memenuhl 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

b. Sertift.kat penyelenggara dinyatakan tidak berlaku apablla 

diperoleh dengan cara yang tldak sesual dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

171.040 

171.035 

2021, No.1324 
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a. Terhadap sertillk.at yang hilang atau rusak, Penyelenggara 

dapat menyampalkan permohonan penggannan sertl.fikat 

kembali dengan mengajukan surat kepada Direktur 

JenderaL 

b. Mek.anisme perrnohonan penggantlan sertiflkat dltetapkan 

Dlrektu.r Jenderal. 

2021, No.1324 -16- 
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SUB BAGlAN 171. C.2 - DOKUME STANDAR PENYELENGGARA 

171 .050 Manual Operasl 

a. Penyelenggara harus memlliki dan melaksanakan manual 

operas! sebagnl pedornan dalam penyelenggaraan kallbrasl 

Iastlltas navtgasl penerbangan. 

b. manual operasi sebagatmana dimaksud pada huruf a 

disahkan oleh Direktur Je.nderal 

c, manual operas! sebagatrnana dimaksud pada huruf a. 

sekurang-kurangnyn memuat infonnasi sebagai berikut: 

1 organisasl penyelenggara yang mencakup tugas, 

k wennngnn dan tata hubungan kerja serta struktur 

organtsast; 
2 jumlah dan kuallfikasl personel; 

3) program pendidikan dan pelatihan personel: 
4 dokumen dan rekaman; 

5) fasilit.ns dan sis em penyelenggara kallbrasl: 

6) prtnsrp-prtnstp Iaktor manusla (humanfactorr, 
d. Penyelenggara harus memastikan dan mernelihara 

keakuratan data dan lnformasi dalam manual operasl. 

e. manual operas! barns dapat dlakses oleh setlap personel 

yang menjalankan fungal terkalt dengan penyelenggaraan 

yang dlbertkan. 

Organisasl Penyelenggara 

a, Penyelenggara harus memiliki struktur organlsasi yang 
menjamin penyelenggarnan kallbrast fasilitas navtgasl 

penerbangan. 

b. Stru.ktur organisasi sebagatmana dimaksud pada huruf a 

beserta tugas dan tanggung Jawabnya harus dlcanturnkan 

dalarn manual operasl, 

c, Penyelenggara wajib melaporkan seeara tertulis kepada 

Dlrektur Jenderal apablla terdapat perubahan dalam 

Organisasl. 

171.045 

SUB BAGlAN 1 71 C. l - ORGANlSASI PENYELENGGARA 

SUB BAGlAN l 71 C - KETENTUAN PENYELENGGARAAN 
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171. 055 Standar Operaslonal Prosedur (SOP) 
a. Pen elenggara harus memiliki SOP gun. dijadikan pedoman 

dan standar kerja dalam penyelenggaraan kallbrasi fasilitas 
navigasl penerbangan, 

b. SOP sebagalmana dlmaksud pada huruf a sekurang­ 
kurangnya mernuat: 

l) tugas dan tanggung jawah persooel; 
2) prosedur penerbttan, perpanjangan dan mendapatkan 

rating kembali untuk personel kallbrasl fastlltas 
penyelenggarn; 

3) prosedur profiJ/manuver penerbangan yang dlgunnkan 
dalam pelaksanaan kallbrast fasilitas navtgasl 
penerbangan; 

41 prosedur jamlnan kualltas; 
5) mekanlsme perekaman dan pembuatan gmfik laporan 

kallbrasl fastlltas navigasi penerbangan; 
6) metodologt penghitungan hasiJ kallbrasl Iasilltas 

navtgast penerbangan; 
7J pengoperaslan alat ukur: 
8) penempatan peralatan tracking di darat atau position 

fixing equipment; 
9 penernpatan peralatan ground tracking; 

101 penyusunan laporan hasll kallbrasi fasllltas navtgast 

penerbangan, 

f. Setlap perubahan manual operasi hams dilaporkan kepada 
Direktur Jendeml c.q Dlrektur dan terslmpan dl semua 
sallnan manual operasl. 

g. Perubahan manual operasl yang mengubah kewenangan 
penyelenggara sebagalmana tercantum dldalam sertlfikat, 
dapat dilmplementaslkan setelah memperoleh p rsetujuan 
dart Direktur Jenderal c.q Dlrektur. 

h, Dengan alasan kepentingan keselamatan penerbangan, 
Direktorat Jenderal dapat mengarahkan penyelenggara 
untuk mengubah manual operast yang dimilikinya dalam 
jangka waktu tertentu. 
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3) Peraturan Pemertntah omor 5 Tahun 2021 tentang 
Perizinan Berusaha Berbasls Resiko; 

4) Peraturan Pemertntah Nomor 32 Tahun 2021 tent.ang 
Penyelenggaraan Bidang .Penerbangan; 

5) Pernruran Kesela.matan Penerbangan Sipil Bagian 172 
tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu 
Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan: 

61 Peraturan Keselamatan Penerbangan Slpil Bagian 69 

tentang Llsensl, Rating, Pelatiban dan Kecakapan 
Personel avlgasl P nerbangan: 

Tahun 2009 ten tang JJ Undang-Undang Nomor 
Penerbangan; 

21 ndang- ndang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja; 

Dokumen Referensl 
a. Penyelenggaro. harus memillki dokum n referensl paling 

sedikit: 

penyelenggaraan kalibrasi Iasllltas navlgasl penerbangan 
yang dtselenggarakan sesuai dengan manual operas! dan 

peraturan perundang-undangan, 
b. Apabila terjadJ keadaan darurat atau kondisl latnnya, ang 

berpotensl mengancam keselamatan penerbangan, 
Pen elenggam dapat melalrukan tlndakan penanganan 
kondisi tidak normal dan/utau rencana kontijensi sesuai 
dengan SOP yang telah dtt tapkan, 

c. Penyelenggaro. hams melaporkan setlap kejadlan 

keselamaran (safety occuranresj kepada Dtrektur Jenderal 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

memastikan bahwa setiap harus a. Penyelenggaro. 
Standar Penyelenggaraan 

c. SOP harus dlpelthara keakuratan data dan lnformastnya 
oleh Penyelenggara. 

d. SOP harus dapat diakses oleh settap personel yang 

menjalankan fungsi terkalt dengan penyelengaraan kalfbrasl 
Iastlltas navtgast penerbangan. 

171.065 

I 71.060 
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Kantor AdmlnistrnsJ 

a. Penyelenggara wajib memlllki kantor dan/ata.u ruang 

adminlstrasi sesual dengan alamat yang tercantum pada 

sertlftkat. 

b, Fastlltas dan peralatan pada kantor dan/atau ruang 

adminlstrasi harus memadal untuk menytmpan clan 

171.070 

SUB BAOlAN 171 C.3 - F'ASILITAS PENYELE OGARAAN 

penerbangan, 

b, Dokumen sebagalmana dirnaksud pada huruf a harus dalam 

kondlsl terkinJ dan mudah dlakses oleb personel yang 

melakukan penyelenggarnan berupa: 

lJ hardoopy; 
2 soft.copy, jika terdapa fasJUta.s komputer dan personel 

mengetahul lokast penyimpanan dokumen tersebut; 

a tau 

3) soft.copy online, Jika terdapat fasllltas komputer 

dan/atau media aks s laJnnya dan personel 

mengetahul lokasl penyfmpanan dokumen tersebut 

serta tersedla Jarlngan in erne 

dengan 

navtgast fasilltas kallbrasl 

surat edaran terknit 161 Instruksl atau 

penyelenggaraan 

7) !CAO Annex IO Aeronautu:al Telecommunication Vol I - 
Radio Nauigatron Aids, 

8) 1CAO Annex 10 Vol m - A ronautical Telecommunication 
Vol Ill- Communicatum Systems; 

9) !CAO Annex 10 Vol !V - Surveillance and Collision 
Avoidance Systems; 

lOI lCAO Anne.l'. 14 Aerodromes. 
l I] !CAO Doc 8071 Manual on Testing of Radio Navigation 

Aids VoL 1 - Vol 3; 

121 lCAO Doc 9157-AN/90 l Part4 Visual Aids; 
131 !CAO Doc 9906 Vol 5 Quality Assurance Manual for 

Flight Procedure Desiqn: 

14) FAA 8-00 1 B Flight Inspection Manual; 
l 5} Aeronautical Information Publication/ ATP terkalt; dan 
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Sistem kalibrasi penerbangan (/Zight inspection system) 
a. Sistem yang digunakan dalarn penyelenggaraan kalibrasl 

Iasllltas navtgasl penerbangan meliputl: 

IJ pesawat udara; 

2} personel; dan 

3) peralatan penunjang untuk di darat dan di pesawat 

udara 

b. Pesawat udara sebagalmana dlmaksud pada huruI a angka 

I] mernuat karateristik secara umum paling sedlklt sebagal 

bertlcut: 

lJ mem.iliki sertiflkat kelatkan udara yang dikeluarkan 

oleh dlrekrur jenderal; 

2J memillld kemampuan untuk melakukan peaerbangan 

kallbrasl dengan aman; 

3) pesawat udara dilengkapi dengan !nstrurnen unruk 

terbang rnalam: 

kapasltas yang cukup untuk personel; 

5) memiliki Jangkauan dan daya tahan yang memadal; 

6 aerodtnamlk yang stabtl sepanjang daerah laju; 

71 suara dan getaran rendah: 

8) slstem elektrik yang stabU dan memadru dan compatible 
dengan peralatan kallbrasl penerbangan; 

9) memillki ragam kecepatan dan jangkauan ketinggtan: 
10} dapat dimodifikasi sesual kebutuhan tnspeksl 

penerbangan yang barn atau peningka. an pelayanan 

navlgasi. 

c. Personel sebagatmana dirnaksud pada huruI a buttr 2) 

mem.lllld kemampuan dan kompetensl sesual dengan llsensl 

dan rating yang cU.millki. 
d. Peralatan penunjang untuk dtdarm dan dlpesawat udara 

sebagalmana dlmaksud pada huruf a butlr 3) harus 
dlkallbrasl sesual dengan standard teknologi lnternaslonal, 
yaltu melalul: 

menjaga berkas dan rekarnan yang dibutuhkan unruk 

pengoperaslan organlsasl. 

171.075 
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SUB BAO IAN 1 71 C.5 - PERSONEL 

171.085 Personel 

a. PersoneJ yang bertugas dalam penyelenggaraan kalibrasl 

harus memillkl llsensi dan rating sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan. 

b. Penyelenggara harus menetapkan formulasl Jumlah 

kebutuban personel sesuat dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

Sistem Manajemen Keselamatan 

a. Penyelenggara harus memillki dan melaksanakan sistem 

manajemen keselamatan yang memuat kebijakan, pros dur 

dan penerapan praktls yang dlperlukan dalam kegtatan 

kallbrast yang sesual dengan penyelenggaraan yang 

dlserujul dan terdiri dart 4 (empat) komponen yairu: 

kebiJakan dan tujuan keselamatan; 

2) pengelolaan resiko keselarnatan; 

3) jamlnan keselamatan: dan 

promos! keselamatan. 

b. Penyelenggaro harus mempertahankan sistem manajemen 
keselamatan dengan meninjau ulang dan mengambU 

tindakan perbaikan yang dlperlukan untuk menjamin 

bahwa sistem manajemen keselamatan dapat berjalan 

dengan balk, 

c, Slstem manajemen keselamatan yang cUmllik:l Pen relenggara 

harus sesual dengan ketentuan perundang-undangaan 

171.080 

SUB BAO IAN 171. C.4 - SISTEM ANA.JEMEN KESELAMATAN 

1) Automated Flight Inspection System (AFJS), m tode inl 

dapat dlterapkan untuk melaksanakan kalibrasl 
penerbangan: atau 

2) Si stem lain ang dlsetujul (Portable/ Utility Class) dan 

metode-metode (Theodolite, R1T atau Manual) dapat 

digunakan selama tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundangan. 
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SUB BAGlAN l 71 C. 7 - SISTEM PENYIMPANAN DOKU?.1:EN DAN REKAMAN 

171.100 Dokumen dan R.ekaman 

a. Penyelenggara harus memillkl slstem kootrol dokumen dan 
rekaman document and record control system) yang 
mencakup kebljakan dan prosedur penambahan, 
penyimpanan, pemelihama.n dan penghapusan terhadap 
dokumen dan rekaman. 

SUB BAGIAN l 71 C.6 - PROSED R KOORDINASI 

171.095 Prosedur Koordinasi Pen relenggara 

Dalarn rnenyelenggarakan kallbmsi fastlltas navtgast 

penerbangan, Penyelenggam harus memlllki prosedur kocrdlnasl 

guna pertukaran informasl dengan instansi yang terkait. 

171. 090 Program Pelatihan Personel 
a, Penyelenggara harus menetapkan prosedur untuk 

memastikan bahwa setiap personel memiliki keterampilan 
dan kompetensl yang dlbutuhkan dalam peoyelengga.raan 
kallbrast: 

b, Penyelenggam hams memtllki program pelatlhan bag! 

personeJ yang melakukan penyelenggaraan sesual dengan 

tugas dan tanggungjawabnya. 
c. Penyelenggara harus memellhara catatan pelatihan setlap 

personel ang melakukan penyelenggarann paling sediktt 

memuat informasi terkalt: 
data personel; 

2) sertifikat pelntlhan; dan 

3) lisensl dan rating. 
d. Penyelenggam harus melakukan evnluasl ulang terhadap 

reneana pelatthan untuk memastlkan terpenuhlnya standar 

kompetensl 
e. Ketentuan mengenal pelatihan personel mengacu pada 

peraturan perundang-undangan. 

c. Formulasi Jumlah keburuhan dan kualifikasi personel 
sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dicanturnka.n di 
dalarn manual operasl. 
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171.10:S Pemeliharaan Dokumen 

a, Dckumen-dokumen bertkut harus dlpellhara oleh 

penyelenggaro adalah sebagal bertkut: 

I) manual operasi: 

2) standar operaslonal prosedur; dan 

3 dokumen lnlnnyn ynng tercantum dalam peraturan 
perundangan terkalt, antara lam dokumen manual 

pabrtkan dan dokumen pernellharan pabrtkan. 

b. Dokumen sebagalmana dimaksud pada huruf a, hams tetap 

dlperbaharul dengan ketentuan sebagal berikut: 

1 memuat seluruh perubahan ynng telah disetujul; 

2) memuat tanggal pembuatan dokurnen dan tanggal 

revisi terbaru dokumen tersebut; dan 

3) mencantum.kan identltas orang yang akan diberikan 

otortsasl. 

c. Penyelenggarn. harus menjrunin bahwa: 

1 dokumeo sebagalmana dimaksud pada huruf a 
terslmpan dengan aman dan mudab dlnkses: 

2) setlap personel yang menjalankan penyelenggaraan 

mempunya.i akses untuk mendapatkan dolrumen 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

b. Dokumen dan reka.man sebagalmana dimaksud pada huruf 

a. dtslmpan sesual dengan ketentuan pemtumn perundang­ 

undangan ang paling sedJkit mencakup: 

a) data personel; 

b) buku manual operas! peralatan (pabrikan) 

c) hastl pengujian Iasilltas ang dilakukan (flight 
commisuminq dan kallbrastl: 

d) has II safety risk asessment; 

e) hastl site acceptance test (SAT) atau hasil uji coba 

peralatan; dan 

f) dokumeo data lain ang terkaJt dengan 

penyelenggaraan, 

c. Peoyelenggara harus memastlkan bahwa Dokumen dan 

rekaman sebagalmana ctimnksud huru.f a dapat dltunjukkan 

kepada Direktur Jenderal apabtla dlbutuhkan. 
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BUOi KARYA SUMADI 

ltd 

ME TERl PERHUBUNO 

REPUBLIK INDONESIA, 

3) seluruh dok:umen ang telah dllakukan perubahan 
harus drarstpkan ke dokumen terkalt untuk 
mernasttkan dokumen dalam kondJsi terklnL 
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